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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada prinsipnya terdapat beberapa pengertian dari tindak pidana yang
disebutkan oleh beberapa ahli-hukum. Untuk dapat dikatakan seseorang telah
melakukan suatu-tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini- telah melanggar
beberapa unsur pidana. Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para
ahli yang menerjemahkan strafbaar feit dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan
definisi_yang berbeda-beda mengenai terjemahan strafbaar feit hamun semua
pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk
dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, strafbaar feitberarti
sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedangkan
strafbaar berarti dapat dihukum sehingga dapat diterjemahkan sebagai sebagian
dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.?

Dari kata strafbaar feit kemudian diterjemahkan dalam-berbagai bahasa
Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik,
dan perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan tentang strafbaar feit adalah
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai

ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula

! Lamintang P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.
him. 181.
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dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan
diancam denganpidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau
keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya
ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.?

Menurut Simons strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan
pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.® Van Hamel merumuskan
strafbaar feit adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.* Tindak
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar
larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan
yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat
itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau
kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya

ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

2. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap

negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan.® Judi juga

2 Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. PT. Rineka Cipta. him. 59

% 1bid. him. 61

4 Lamintang P.A.F. Op.Cit. him. 8

5> Josua Sitompul. 2009. Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana.
Jakarta. Tatanusa. him. 9
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merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan
amat negatif bagi kepentingan nasional teruama bagi generasi muda karena
menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir
dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan
untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan
dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan
ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja

bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah
“Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan
kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar

dari pada jumlah uang atau harta semula.”®

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja,
yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan
menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa,
permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti

hasilnya.” Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga
termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan
kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam
perlombaanperlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak

6 Poerwadarminta. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta. Balai Pustaka.
him. 419
7 Kartini Kartono. 2005. Patologi Sosial. Jilid I. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, him. 56
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ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator
dan lain-lain.®

Perjudian sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam ketentuan
Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap permainan dimana
pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan
belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk
segala pertaruhan tentang keputusan perlomabaan atau permainan lain-lainnya yang
tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga

segala pertaruhan lainnya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana
maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap
tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang
bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur
yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan
termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan
dari si pelaku harus dilakukan.

Sementara itu, Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal

pokok dalam perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah :°

8 Dali Mutiara. 1986. Tafsir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia.
him. 220
® Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta. Liberty. HIm. 27
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Perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik,
bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana
mengandung unsur Handeling (perbuatan manusia), termasuk dalam
rumusan delik, Wederrechtelijk (melanggar hukum), dan dapat dicela.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa
permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi :

a. Ada permainan atau perbuatan manusia;

b. Bersifat untung-untungan atau tidak;

c. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Dengan demikian, pada prinsipnya judi harus memenuhi ketiga unsur
tersebut. Masyarakat memiliki dua pendapat mengenai perjudian, masing- masing
pendapat mempunyai alasan tersendiri mengenai perjudian. Sebagian masyarakat
ada yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi dan di lain pihak terdapat
juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap
judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki
kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang

baik atau tidak patut dilakukan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian Online
1. Pengertian Perjudian Online

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang
hukum pidana (KUHP) Yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang
mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-

untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena
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kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan
oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan
yang lain-lain.

Seiring kemajuan teknologi infomasi telah mengubah pandangan manusia
tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya di monpoli oleh aktivitas yang
bersifat fiksi belaka. lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia
dalam bergaul, berbisnis dan juga mencari kebutuhan hidup.t* Termasuk
pemanfaatan perjudian melaluin internet yang sudah sangat berkembang di
masyarakat saat ini.Perjudian online merupakan permainan judi yang diilakukan
secara online melalui komputer atau android dan diakses dengan internet.
Perjudian online iniadalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu
dan masuk ke dalammeja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak
pilihan lain dan harusmemilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan
membayar taruhannya yangsesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui.
Besarnya taruhan dan banyaknyapertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki
meja perjudian.'? Sedangkan menurut KUHP tidak ada membahas tentang
perjudian online sendiri tetapi di dalam KUHPhanya membahas tentang perjudian

saja yang dimana KUHP menjelaskan perjudianadalah tiap-tiap permainan, yang

10 R. Soesilo. 1986. Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]. Karya Nusantara. Bandung.
Hal. 222

11 Agus Raharjo. 2002. Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi.
Citra Aditya Bakti. Purwokerto. HIm. 59

12 | umbantobing C.H Rikki. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam
Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ). Skripsi Fakultas
Hukum. Universitas HKBP Nommensen. HIm. 31
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mendasarkan pengharapan buat menang padaumunya bergantung kepada untung-
untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena
kepintaran dan kebiasaan pemain.*®

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui
internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada
kegiatan olahraga atau biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan
olahraga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh
proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui
internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum
dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukkan transfer sejumlah
uang kepada admin wbsite judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka
akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang
hasil taruhan akan dikirimkan lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan
berkurang.'*

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui via internet, dan untuk
memperkuat bukti adannya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi
member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti
permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan
instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang
prosedur perminan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan

pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media

13 R. Soesilo. Op.Cit. HIm. 222

14 Onno W. Purbo. 2007. Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer
Network Reseaarch Group, 1TB, 2007. Lihat dalam ycldav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 18
Maret 2023.
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internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member,
admin websitemenggunakan handpone dengan nomor tertentu yang digunaan antar
member.

Judi online yang telah menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia ini dikenal
semacam permainan Poker, Capsa, E-lotere, Sabung Ayam dan bola. Judi online
hadir diindonesia karena berhubung pemerintah serta agama menolak adanya
perjudian yang ada di Indonesia, maka daipada itu para pemilik website yang
biasanya merupakan orang Indonesia juga membuka website perjudian online
melaluiinternet untuk mempermudah siapa saja yang ingin bermain.

Sebagai akibatnya penjudi-penjudi di perjudian internet telah memusingkan
perusahaan-perusahaan penerbit kartu kredit bekenaan dengan penggunaan kartu
kredit oleh para penjudi. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berusaha membatasi
penggunaan kartu kredit yang diterbitkan untuk digunakan pemegang kartu kredit
dalam kegiatan perjudian. Caranya adalah dengan melarang pemegang kartu
menggunakan kartu kredit mereka untuk berjudi di internet dan mengembangkan
transaction codes sehingga apabila bank-bank mngkehendaki, maka bank-bank
tersebut dapat menggunakan codes tersebut untuk melakukan pemblokiran atas
pembayaran kartu-kartu keredit itu.*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur

lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan

15 Budi Suhariyanto. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime). Raja Grafindo
Persada. Jakarta. HIm. 167
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karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).*® Tindak
pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum
pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan.
Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan laranganmana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi
barang siapamelanggar larangan tersebut”.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah :’

a. Kelakukan dan akibat (perbuatan).

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

d. Unsur melawan hukum yang obyektif.

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin
merajalela dan merasuk sampai ketingkat masyarakat yang paling bawah sudah
selakyaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele.
Maslaah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan
tindak criminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta
menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Judi ataupun perjudian dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun
1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebgai tindak pidana perjudian dan

identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada

16 Moeljatno. 2002. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. HIm. 64
7 1bid. HIm. 69
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dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun

dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 disebutkan adanya

pengklarifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian

sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumnya. Ancaman hukum

yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat

pelakunya jera.

Begitu juga dengan unsur-unsur perjudian menurut pasal 303 ayat (1)

KUHP terdiri dari dua unsur yaitu :

Unsur subyektif yaitu :

Dengan Sengaja melakukan tindak pidana.

Unsur obyektif yaitu :

Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.
Menjadikan sebagai pecarian, atau turut serta dalam suatu
perusahaan.

Begitu juga dengan unsur-unsur perjudian secara online yang diatur
dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE vyaitu :

Unsur subyektif yaitu :

setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana

Unsur obyektif yaitu :

Tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik

yang memiliki muatan perjudian.
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Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam
perjudian yaitu :

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari: Roulette

—  Blackjack

— Bacarat

— Creps

— Keno

— Tombala

— Super Ping-Pong

— Lotto Fair

— Satan

— Paykyu

— Slot Machine (Jackpot)
— JiSiKie

—  Big Six Wheel

—  Chuc a Cluck

— Lempar paser/bulu ayam pada sasaran ataunpapan
— Yang berputar (Paseran)
— Pachinko

—  Poker
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—  Twenty One
—  Hwa-Hwe

—  Kiu-Kiu

b. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian
dengan: Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak
bergerak

— Lempar gelang
—  Lempar uang (coin)
— Kaoin
— Pancingan
— Menembak sasaran yang tidak berputar
— Lempar bola
— Aduayam
— Adu kerbau
— Adu kambing atau domba
— Pacu kuda
— Kerapan sapi
— Pacu anjing
— Hailai
— Mayong/Macak
—  Erek-Erek
c. Perjudian yang dikaitkan dengan alaan-alasan lain diantaranya

perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
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— Adu ayam

— Adu sapi

— Adu kerbau

— Pacu kuda

— Karapan sapi

— Adu domba atau kambing
—Adu burung merpati

Menurut penjelasan diatas, dikatakan bahwa perjudian yang terdapat
dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapid an sebagainya itu tidak
termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan
dengan upacara keagamaandan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan
perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang
mungkin timbul dimana yang akan dating sepanjang termasuk kategori
perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) KUHP.

Begitu juga dengan jenis perjudian yang mencakup ruang lingkup
perjudian online yang sudah merambat di masyarakat saat ini :'8
a. Sportsbook (Taruhan Olah Raga)

Merupakan salah satu permainan yang paling banyak di ikuti oleh seluruh
penjudi di dunia. Karena melangsungkan taruhan pada sebuah kompetisi/

pertandingan olahraga yang mencakup Sepakbola, Basket, Tinju, VVolley, Bulu

18 https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewat-handphone/ Diakses
Tanggal 16 Maret 2023
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Tangkis, Esports, MotoGp dan masih banyak lainnya.

b. Live Casino Online

Merupakan Permainan yang sangatlah seru di mainkan dan memiliki
perputaran yang cepat. Sehingga para penjudi bisa meraih keuntungan dengan cara
yang kilat pula. Akan tetapi juga harus di sertai cara bermain yang benar agar tidak
mendapatkan kekalahan yang merugikan diri sendiri. Dalam Live Casino juga
terdapat banyak sekali jenis permainan seperti Baccarat, Roulette, Sicbo Dadu,
Blackjack, Dragon Tiger, Fantan dan lainnya.

c. Poker Online

Pada awalnya permainan poker ini sangatlah populer di Facebook, Hal itu
disebabkan karena para pemain dapat menjual chip/kredit di dalamnya berbentuk
uang asli. Nah, Untuk saat ini maka anda tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari
pembeli ataupun mengisi kredit didalamnya. Karena anda sudah dapat
melangsungkannya bersama kami Sports369 hanya dengan menggunakan salah
satu rekening bank lokal indonesia seperti BCA MANDIRI BRI BNI untuk
melangsungkan transaksi deposit ataupun withdraw.

d. Bola Tangkas Online

Permainan yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di indonesia. Pada jaman
dahulu permainan ini sangatlah ramai di mainkan oleh para penjudi di indonesia
dengan menggunakn sebuah mesin judi pada bandar darat. Namun karena ada
larangan perjudian yang di berlakukan oleh pemerintah. Maka untuk saat ini sudah
sangat sulit menemukannya di seluruh pelosok daerah. Sehingga kami Sports369

memberikan opsi kemudahan terbaik bagi anda semua untuk dapatmenyalurkan
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kegemaran anda dalam bermain bola tangkas atau yang lebih banyak disebut
dengan judi tikus.
e. Togel Online
Permainan togel ini juga sama dengan Bola Tangkas yang sudah lama di kenaloleh
para penjudi di Indonesia. Pada jaman dahulu ketika Order Baru dikenal dengan
sebutan toto gelap. Sedangkan di luar negeri lebih di kenal dengan loterry.
Walaupun sudah lama di kenal, Maka permainan ini juga di gemari oleh para
penjudi tanpa mengenal batas usia. Untuk Pasaran Togel yang dapat anda ikuti yaitu
Singapura, Hongkong dan Kuala Lumpur.
f. Games Tembak Ikan
Merupakan salah satu permainan Terbaru yang dapat dimainkan Judi Online.
Karena permintaan para penjudi yang sering pergi ke arena permainan seperti
Timezone. Maka kami menjalin kerja sama dengan produk ION GAME untuk
meluncurkan Games terbaru yaitu temabak ikan atau fishing shot.
C. Tinjauan Umum Mengenai Surat Dakwaan
1. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh
penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa,
perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur
tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana Yyang
bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di

34



sidang pengadilan.*® Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang
dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di
bawah ini:

a. A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat
atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu
melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan
identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang
dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan
tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi
unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang
nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang
pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu
betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat
dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.?°

b. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat
perumusantindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan
mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan
dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan
didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi

dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.?

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di

19 Harun M. Husein. 1994. Surat Dakwaan; Teknik Penyusunan, Fungsi danPermasalahannya.
Jakarta. Rineka Cipta. HIm. 43

20 1bid. Him. 44

21 1bid. HIm. 45

35



persidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan
mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut
mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang
didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya.
Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat
penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan
menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-
alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana
yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik- baiknya.

Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi
sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktelitian dan
ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat
dakwaan tersebut kabur (obscuur libel) dan batal demi hukum, maka Pasal 144
KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam
melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting
untuk menyempurnakan surat dakwaantetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi
secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa
Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di
limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan
kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah
terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (obscuur libel) dan batal demi hukum.
Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah tekhnis administratif

yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Dalam
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mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya

dengan fleksibel dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana

dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara
konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam

KUHAP.

Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta
penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut
umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin
timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang
membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal
143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yangdiberi tanggal dan
ditandatangani serta berisi :

a. Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat
lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,
agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan
Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda
tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap,
tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya

b. Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan
lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu
dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap
diuraikan sebagai berikut :

— Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana

37



tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hokum

— Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara
menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa
dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa
mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut
umum

— Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan

unsur-unsur tindak pidana yang didakawakan beserta waktu dan tempat
tindak pidana itu dilakukan.

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk
menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang
pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti
olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa
untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan
segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

2. Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang
bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-
masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat
dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-
masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat

dakwaan, antara lain sebagai berikut :22

22 Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta. Sinar Grafika. HIm. 66
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a. Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila
berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja
yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwahanya dikenai satu perbuatan
saja, tanpa diikuti dengan dakwaan- dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan
tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan
untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan
untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat

dakwaan.

b. Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak
pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang
lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual
didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa
satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”.
Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntutumum
belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada
tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari
dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata

sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.
c. Dakwaan Subsidair

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu
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tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan
demikian dapat menimbulkan keraguan pada penunutut umum, baik mengenai
kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam
dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu,
penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider,
dimanatindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan
pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan
ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jikasatu dakwaan telah
terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya
menggunakan istilah primer, subsidiair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan
tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu

saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.
d. Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan
beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana.
Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus.
Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan
seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik
kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal

sekaligus dengan kata sambung “dan”.
e. Dakwaan Gabungan dan Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan
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alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu

mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Pengadilan
1. Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Suatu putusan itu harus terbuka dan
putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas,
putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk
memperoleh suatu kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang status terdakwa
dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.
Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan
upaya hukum verzet, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Pada
prinsipnya dapat dikemukakan bahwa putusan hakim merupakan mahkota dan
puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia,
penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi
etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Leden Marpaung memberikan pendapat bahwa : putusan adalah hasil atau

kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-
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masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.?

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang
diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara
pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan
procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar
pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum
dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.?*

Putusan merupakan terjemahan dari vonis, sebagai hasil akhir dari
pemeriksaan perkara disidang pengadilan, selain ada juga yang menyebut
interlocutoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan
persiapan serta “keputusan provisionele” yang diterjemahkan dengan “keputusan
untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat
berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2. Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya
putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-
undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis,
yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat

(1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

23 Leden Marpaung. 1994. Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
HIim. 36

24 Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik
Penyusunan dan Permasalahannya ). Bandung. Citra Aditya Bakti. HIm. 121
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berbunyi : ”’Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut,
memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu
harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga
Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat
dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebutdapat
dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut
ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum AcaraPidana diatur
bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi :“Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

b) Nama lengkap, tampat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan,tempat tinggal, agama, dan pekerjaan
terdakwa;

c) Dakwaan, sebagaimanaterdapat dalam surat dakwaan;

d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan
keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan
di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan
yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim
kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;

h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua
unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya
dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan
menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai
barang bukti;

j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan
dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap
palsu;

k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau
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dibebaskan;

I) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang

memutus dan nama panitera.

Maksud dari “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan
apa yang ditemukan dalam persidangan oleh para pihak pada saat proses
persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa,
penasihat hukum, dan saksi korban. Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f,
dan b, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka

kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan

batalnya putusan demi hukum.

3. Macam-Macam Putusan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
mengenal dua jenis putusan, yaitu :

a. Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1)
KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki
materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannnya berupa
putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang
diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut
umum.?

b. Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri
perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP.

Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian

2 1bid. HIm. 86
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pemeriksaan di persidangan selesai.?®

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkanmacam-
macam putusan sebagai berikut:
a. Putusan Pemidanaan
Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua
unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan
adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka
pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia
telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang
didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana”
Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu
mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara,
pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan
adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan
pengumuman putusan pengadilan.
b. Putusan Bebas (vrijspaark)
Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana
bedasarkan alat bukti, apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa
yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan makadapat diputus bebas,

seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat

% 1bid. HIm. 96
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menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam
pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191
KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan
kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut
penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan
pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua)
antara lain :

—  Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang
membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan
yang didakwakan tidak terbukti

—Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya
berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah
putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (onstlag van rechts vervolging)
Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum(onstlag
van rechts vervolging) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalahsetelah proses
pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukanmerupakan tindak
pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasarhukum dari putusan
lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi
sebagai berikut:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu

tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan

hukum

Pada dasarnya hakim sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala
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tuntutan hukum, harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana
yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Jalannya suatu proses peradilan akan
berakhir dengan adanya suatu putusan Hakim. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu
menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan
berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini kemudian Hakim baru dapat
menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih
(berperkara), yaitu menetapkan “hubungan hukum”. Menurut sifatnya, putusan
Hakim ini dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu :
a. Putusan Declaratoir
Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan.
Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
b. Putusan Constitutive
Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan
suatu keadaan hukum yang baru.
c. Putusan Condemnatoir
Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan
suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada

salah satu pihak.

47



